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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 227/PHPU.BUP -XXIII/2025

TENTANG
 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024

	Pemohon
	:
	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanto Abukasim
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024, Nomor Urut 1;

	
Termohon
	
:
	
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru; 

	
Pihak Terkait
	
:
	
Ikram Umasugi dan Sudarmo
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024 Nomor Urut 2;

	
Jenis Perkara
	
:
	
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;

	
Amar Putusan
	
:
	
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.


	Tanggal Putusan
	:
	 5 Februari 2025


	Ikhtisar Putusan
	:
	



	Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya mempermasalahkan terkait dengan banyak peristiwa kecurangan yang melanggar hukum dan etika yang terjadi sepanjang proses Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2024, potensi penambahan jumlah pemilih yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon tanpa ada info yang valid kepada Masyarakat sehingga merugikan Pemohon dan di beberapa TPS, Ketua KPU mencoblos beberapa kali, potensi jajaran Termohon di beberapa TPS telah membantu Pihak Terkait, permasalahan DPT sehingga menyebabkan adanya selisih jumlah pemilih yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon, di beberapa TPS, jajaran Termohon tidak menunjukan presensi pemilih sehingga presensi pemilih juga tidak dimasukan ke dalam kotak suara, Ketua KPU Kabupaten Buru yang juga merupakan ASN pada Dinas Kesehatan dan memiliki hubungan kekerabatan dengan Pihak Terkait, terdapat berbagai kecurangan yang dilakukan oleh jajaran Termohon seperti ada perbedaan hasil penghitungan suara namun tidak dilakukan penghitungan ulang, ada tanda di presensi pemilih yang diperuntukan untuk Pihak Terkait, ada perbedaan suara antara pemilih yang hadir dengan hasil pencoblosan, kesalahan hasil pencatatan dalam Formulir Model C.Hasil yang menguntungkan Pihak Terkait, dan terjadi money politic yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan juga Paslon 04. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BURU TAHUN 2024 bertanggal 6 Desember 2024 dan menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BURU TAHUN 2024 yang benar menurut Pemohon.
	Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalil tersebut bukan merupakan kewenangan MK. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  Buru Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024), Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
	Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 229/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 
	Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata posita Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
	Selain itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa selain meminta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten  Buru 136/2024, Pemohon juga meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan menggunakan Surat Keputusan KPU yang sama yakni Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 136/2024 yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2024.
	Di satu sisi, yaitu pada petitum angka 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon, in casu Muhammad Daniel Rigan dan Harjo Udanta Abukasim dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam tabel petitum angka 3 dengan tetap mencantumkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024. Namun di sisi lain dalam petitum angka 2, Pemohon juga meminta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buru 136/2024 untuk perolehan suara bagi seluruh pasangan calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024.
	Terhadap petitum yang demikian, menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengabulkan petitum Pemohon oleh karena antara petitum angka 2 dan angka 3 saling bertentangan. Selain itu, terkait dengan petitum pada angka 4 yang meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru melaksanakan Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru di seluruh TPS di Kabupaten Buru. Menurut Mahkamah, dengan mencermati uraian posita sebagaimana telah Mahkamah uraikan di atas, adanya permintaan Pemohon pada petitum angka 4 tersebut sama sekali tidak bersesuaian dengan uraian posita yang ada dalam pokok permohonan, oleh karena dalam uraian posita dalam pokok permohonan, Pemohon justru meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang terkait dengan adanya berbagai pelanggaran di beberapa TPS dan sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk melakukan pemilihan ulang. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa penggunaan frasa “pemilihan ulang” dalam petitum angka 4 dimaksud telah menyebabkan uraian petitum menjadi tidak jelas atau kabur karena petitum tersebut tidak bersesuaian dengan seluruh posita yang ada dalam pokok permohonan. Sebab, antara pengertian “pemilihan ulang” dengan “pemungutan suara ulang” sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 memiliki pemaknaan yang sangat berbeda di mana “pemilihan ulang” mengandung arti bahwa seluruh tahapan pemilihan harus di ulang dari awal yakni dimulai dari tahapan proses pendaftaran pasangan calon, sedangkan “pemungutan suara ulang” merupakan salah satu tahapan Pemilihan yang dilakukan di TPS apabila terjadi hal-hal tertentu pada saat pemungutan suara. Dengan adanya format petitum demikian pada akhirnya telah membuat permohonan a quo menjadi tidak jelas atau kabur.
	Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.
	Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian terhadap Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.
Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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